BAB III
INTEGRASI KEXUATAN POLITIK ISLAM :

KASUS PARTAT MUSLIMIN INDONESIA (PARMUSI) 1966-1973%

Qrganisasi-organisasi Sebagai Unsur.

Onganisasi-organisksi rendukung berdirinya par-

‘tat Muslimin Indonesia adalah terdiri dari eks anggota

istimewa Masyumi dan organisasi lain yang tidak mau
menyalurkan aspirasi politiknya pada partai politik
Yang sudah ada. Organisasi itu sebelumnya sudab terga~-
bung dalam Badan Kordinasi Amal Muslimin yang sengaja
dipersiapkan untuk meneruskan Masyumi apabila direhabi
litasi. Tapi, gagalnya rehabilitasi Masyumi itu meny e~
babkan Badan Kordinasi Amal Muslimin akhirnya mempersi
apkan berdirinya Parmusi.l

Organisasi-organisasi itu berjumlah 16 buah, 2
Yang terdiri dari berbapai macam organisasi yang mempu
nyai latar belakang dan kgpentlngan Yang berbeda, tapi
perlu dicatat bahwa organisasi-organisasi itu semuanya
mempunyai latar belakang Islam. Organisasi itu ada
Yang bergerak dalam bidang pendidikan, sosial keagama-
an, dakwah dan Jjuga organisa51 profesi seperti guru,
seniman dan buruh.

Organisasi yang bergerak dalam bidang pendidi -
kan, sosial keagamaan dan dakwah adalah terdiri dari
Muhammadiyah, Persisj Al-lrsya&, Nahdlatul Jathan,PITI
Wanita Islam, Jami*atul Washliyah, Mathlaul Anwar, dan

lWaWancara dengan bapak Daarnaw1 Hadikusumo, 3L
Oktober 1986, di Yogyakarta.

aK E. Ward, The Foundation of The Partai Muslimin
Indonesi%, Cornel Unlversity, I thaca, Wew York, 1970,

halo 9-
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Persatuan Umat Islam. Sedangkan organisasi yang bergaw
rak dalam bidang profesi Adalah Gabungan Sarikat Buruh

. Islam Indonesia (Gashlindo), Sarikat Nelayan Islam In-
" donesia (SNII), Kongres Buruh Islam Merdeka ( KBIM ),
Persatuan Oeganisasi Buruh Islam se-Indonesia (Porbi -
si), Himpunan Seni Budaya' Islam (HSBI) dan Persatuan
Guru Agama Islam Republik Indonesla (PGAIRI).

Organisasi yang bergerak dalam bidang -profesi
khususnya perburuhan, sekarang sudah menjadl satu da-
Yam oeganisasi perburuhan nasional yaitu Federasi Bu~
ruh Seluruh Indonesia (FBSI). Maka dari itu organisasi,
ini tidak akan dibahas saty persatu ai simd, sedangkan
Yyang akan di bahas di slni adalah organisasi yang ber-
gerak dalam bidang pendidikan, sosiél.keagamaan. " dan
dakwah yang sampai sekarang masih‘ﬁeﬁap berdiri dan
tambah berkembang,lorganisasi itu terdiri dari :

Muhammadiyah.

Muhammadiyah adalah suatu perkumpulan yang ber-
asaskan Islam, didirikan terutama terletak dalam cita=
cita agama. Karenanya Muhammadiyah merupakan gerakan
Iskam yang berusaha membersihkan Tslam dari segala pe-
ngaruh yang jelek disamping pula menghidupkan kembali
kesadaran di kalangan umat Islam untuk kembali kepada
kepercayaan yang benar berdasarkan al-Qurfan dan  al-
hadits.> Organisasi ini didirikan pada tanggal 18 No-
pember 1912 oleh Haji Ahmad Dahlan.

Walau organisasi ini.nnn~politik dan memang ti-

-

3A. Jainuri, Muhammadi ah Gerakan Reform si Isl
di Jawa Pada wal bad ke Duapuluh, Bina Ilmu, Suraba-
Ya, 1981, hal. .

“Suara Muhammadiyah, No. 16 Tabun ke-65/Agustus -
TI, 1985, hal. 16.
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dak pernah menyatakan dirinya sebagai partai politik,
namun karena pada masa penjajahan terutama menjelang
kemerdekaan dan sesudah kemerdekaan banyak menuntut
Semua Warga negara Indonesia untuk melibatkan diri da-
lam percaturan politik, maka Muhammadiyah tidak dapat
menghindarkan diri dari kenyataan itu. Hal itu dapat
dilihat pada keikutsertnan Muhammadiyah dalam M.I.A.T.,
kemudian dalam Masyumi dan yang terakhir adalah mempra-
karsal berdirinya Partai Muslimin Indonesia setelah
usaha rehabilitasi Masyumi tidak berhasil.’

Persatuan Islam ( Persis ).

Persatuan Islam didirikan pada“tanggal 17 Septem
ber 1923 atas prakarsa Kyal Hajl Zamzam dari Palembang.
Organisasi ini bertujuan mengembalikan kaum Muslimin
kepada al-Qur'an dan al-Hadits, menghidupkan ruh Tjti-
had dan Jihad, membasmi segala macam bid'ah, dengan -
mempergiat dakwah Islamiyah kepada segenap lapisan ma-
syarakat.  Persis memang berbeda denganorganisasi-orga
nisasl lain yang berdiri pada awal abad XX, yaitu de-
ngan ciri kegiatannya menitik beratkan pada pembentukan
fahan keagamaan.7 ’

Para pemimpin Persis menegaskan bahwa Persis
adalah orgasisasi keagamaan, tetapi bukan berarti mere
ka meninggalkan kegiatan pblitik,.karena mereka ber-
perinsip bahwa untuk menegaklian I[deologi Islam dalam

5Suara Muhammadiyah, No. 12 Tahun ke =~ 66/Juni II
1986, hal. 20. B

6Hasan Sadely, Ensiklopedl Indone81a 2, Ikhtiar
Baru - Van Hoeve dan Elsevier Publising Projects, dJa-

karta, 1984, hal. 2686.

7Syafiq A Mughni, HasEn Bandung Pemikir Islam
dikal, Bina Ilmu, Surabayag 1980, hal. 52.




L 46
masyarakat senantiasa menuntut kegiatan-kegiatan poli-
tik. Berangkat dari prinsip inilah, maka tokoh-tokoh -
Persis ikut serta dalam konprrensi umat Islam Nopember
1945 di Yogyakarta'yang mpmutuskan_berdirinya Masyumiy

sebagal satu-satunya partai politik Islam Indonesia.

Keterlibatan Persis dan para anggotanya  dalam
percaturan politik dapat dilihat pada pasang surut per
juangan partai politik Masyumi. Persis sebagai anggota
istimewa dari partai itu telah menampilkan beberapa to
kohnya menjadi pimpinan pusat Masyumi. Demilkian pula
berakhirnya Bersis dalam percaturan politik bersama
dengan berakhirnya Masyumi dalam bidang yang sama, ya-
itu ketika Sukarno melarang partai itu mengadakan kegi
atan pada tahun 1959. Sejak saat itulah beberapaanggo
ta istimewanya termasuk Persisi memisshkan diri dan
kembali memusatkan kegiat’annya pada program-—pfogrampen
didikan dan kemasyarakatan.s

Kemudian, ketika para organisasi eks anggota
Masyumi berusaha menghidupkan kembali partai itu, Per-
sis juga tidak ketinggalan. Setelah rehgbilitasi Masyu-
mi tidak berhasil maka Pefsisi mendukung berdirinya -~
Partai Muslimin Indonesia sebagai saluran asvrirasi da-
uri eks anggota Masyumi.

Al-Irsyad.

Al-Irsyad didirikan oleh Syekh Ahmad  Syuriati
pada tahun 1915 dan merupakan organisasi non-politik ,
yang memfokuskan kegiatannya dalam bidang pendidikan.
Organisasi ini juga beruséha mengembangkan pemurnian

87 b i d., hal. 122 - 123.
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terhadap al-Qurtan dan Sunnah Nabi;gsebagaimana organi .

sasi pembaharuan lainnya.

Sekretaris Jenderal Al-Irsyad Husain A. Badje -
rel mengatakan bahwa Al-Irsyad pernah terjun dalam
kancah politik dengan cara bergabung dengan MIAI ( Ma-
Jells Syura Muslimin Indonesia ) dan Masyumi. Menurut
Husain hal itu adalah dalpm rangka persatuan umat Is-
lam.lo Demikian juga pada; waktu organisasi non-politik
eks anggota istimewa Masyﬁmi bergabung dalam Badan XKor
dinasi Amal Muslimin (BKAM) untuk'mengusahakan.rehabi-
litasi Masyumi, Al-Irsyad. tidak ketinggalan pula di da
lamnya. Bahkan ketika rehabilitasi Masyumi gagal, Al-
Irsyad juga akhirnya ikut menandatangani plagam berdi-
rinya Partai Muslimin Indonesisa sebagai saluran aspira
§i politik umat Islam yang belum bergabung dalam par-
tai politil Islam yang ada.l1

Nahdlatul Watham.

Nahdlgtul Wathan adalah merupakan organisasiw

yang memfokuskan kegiatannya dalam bidang» pendidikan,
soslial dan dakwah. Organisasi ini didirikan pada tahun
1953 di_Pancor Lombok Timur NTB, oleh H. Abdul Madjid
Zaenuddin, Wahdlotul Wathani Diniyah Islamiyah atau
‘lebih terkenal dengan sebutan " HAMZANWADI v,12

Di bidang pendidikan organisasi ini mengalami

9panji Masyarakat, 21 Pebruari 1984, hal. 28.
lOI b i d., hal. 28.

llWawancara dengan Bapak Daarnaw1 Hadikusuma, 3L
oktober 1986, di Yogyakarta.

ZMlmbar Pendidikan Agama, No. 182 Zul Hiajah-Mu-
harram 1047 H, September 1986 hal. 41.

N\
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kemajuan pesat yaitu dengan»dimilikinya berbagai ting-
katan sekolah, dari sekol§h dasar sampai rerguruanting
gl. Kemudian dibidang politik dapat dilihat pada kei -
kutsertaan HAMZANVADI daldm anggota Konstituante tahun
1955 - 1959.1 Dan juga keterlibatan Nahdlotul “athan
dalam:penandatanganan dekiarasi berdirinya Partai Mes-
limin Indonesia. S

Persatuan TIslam Tionghéaﬁ;gdonesia (_PITI ).

Persatuan Tionghoa Islam Indonesia yang dising-
kat PITI adalah merupakan organisasi dakwah yang didi-
rikan pada bulan April 1961 di Jakarta atas prakarsa
Abdul Karim Oei. Pada tahun 1972 organisasi ini beru -
bah namanya menjadi Pembina Iman Tauhid Islan. Peruba-
han itu terjadi berdasarkén pertimbangan bahwa organi-
sasi ini dibentuk untuk ménuju»pembauran dan juga me-
ngingat agama Islanm tidak mengenal suku,termasuk orang
Tionghoa-.14 '

Sebagai organiSasiidakwah, PITI banyak melaku -
kan kegiatan keagamaan khususnya di kalangan warga
Tionghoa. Dengan demikian tidak heran kalau Muslkim Ti-.
onghoa di Indonesia bertambah banyak dan bermunculan
pula muballigh dan muballighah dari kalangan mereka.
‘Muslim Tionghoa sebagai wWarga negara Indonesia membu. -
tuhkén pula saluran aspirasi politiknya, dengan demiki
an PITI ikut serta bersama-sama dengan organisasi lain
nya menandatangani diklarasi berdirinya PartaiMuslimin
Indonesia.

15 v 4 4., hal. 42.
MJava Post, Sabtu 19 April 1986, hal. 1.
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Wanita Islanm.

Wanita Islam adalah organisasi pemudi dan wand-
ta Islam, berasaskan Islam senafas dengan Pancasila se
bagai Dasar Negara Repubyik Indonésia. Organisasi ini
bergerak dibidang keagamaan, sosial dan ekonomi antara
lain menanamkan kesadaran beragama, memupuk semangat -
gotong~royong dan melaksanakan hidup berkoprasi serﬁa‘
meningkatkan kesejahteraan rumah tangga. "janita Islam"
Juga giat dalam problem keluarga beremncana, memberi
nasehat tentang perkawinan, menyelenggarakan berbagal
kursus, pendidikan umum, penyantunan sosial dan lain-
1a.in.l5 |

Anggota organisasi Wanita Islam sebagai  warga
negara Indonesia membutuhkan partal politik sebagal sa
luran aspirasi politiknyd, dengan demikian mereka Jjuga
ikut mendukung berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

Demikianlah sepintas kilas penjelasan . tentang

organisasi-organisasi pendukung berdirinya Partai Mus-
limin Indonesia.

Yhasan sadely, Ensiklopedi Indonesia 7, Ikhtiar
Baru - Van Hoeve dan Elsevier Publishing Projects, Ja
karta, 1984, hal. 3874. -
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B. Sejarah Berdirinya Partai Muslimin Indonesia.

Salah satu langkah yang diambil Pemerintah Orde
Baru (Jendral Suharto) untuk menstabilkan situasi Na-
sional adalah membubarican PKI dan memberantas / mengki
kis habis semua orang yang terlibat dalam G %0 S / PKI
dan semua antek-anteknya.'Keikutsertaénvkekuatan sosi- 1/
al politik khususnya umat Islam bersama=-sama dengan
tentara dalam pemberantasan PKI itu adalah sangat be-
sar. Hal itu dapat dilihat pada kasus pembunuhan besar
besaran terhadap partai térlarang itu -yang menurut
pengamat diperkirakan mencapai setengah juta orang- 16
yang banyak dilakukan oleh anggota organisasi Islam,
termasuk eks anggota Masyumi.l? ,

Terpanggilnya umat Islam untuk ikut serta dalam
gerakan penumpasan PKI bersama-sama dengan tentara itu,
karena mereka berangsapan bahwa dengan dihancurkannya-
Komunis berarti masa depan Islam cerah atau paling
tidak umat Islam telah kehilangan musuh wtamanya. Oleh
karena itu, peklk "ganyang PKI" pertaoma~tama disambut
umat Islam dengan.begitu bersemanwat Bersamasan dengan
itu banyak fatwa yang dlsampalkan para ulama dan tokoh
tokoh Islam lainnya bahwa.memberantas Komunis dan kaum\/

Komunis adalah termasuk gihad menentang musuh-musuh
"Allah dan yang melaksanakannya termasuk ibadah. dianta
ra fatwa itu ialah fatwa ‘pimpinan Muhammadiyah yang

dikeluarkan pada rapat kilat tanggal 9-11 Nopember 1965

l6Rusll Karim, PerJalanan Partai Politik di Indo-
nesia, CV. Rajawali, Jakarta, 1983, | hal. 154.

- 17Alf1an, Pemilkiran dan Perubashan Politik Indone-
sia, PT. Gremidia, Jakarta, 1983, hal. 47.
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di Jakarta yang menyatakan bahwa kegiatan mengikis ha-
bis P¥T harus dipandans sebagai ibadah.r®

v Bagi umat Islan dilenyarkannya PKI dari bumi Nh‘x/
santara ini adalah merupakan kemengegan besar, karena
dilingkungan umat Islam dirasakan bahwa konflik 1itu
adalah merupalzan suatu herjuan san antara umat Islam dem
PKI atau antara Islam Komynisme, dimana hal itu sudah
sering muncul dalam era sibelumnya. Dilatarbelakangi -
pemikiran tersebut, maka banyak pendapat yang muncul
dikalangan umat Islam yang menyatakan betapa jeleknya
komunisme itu- dan betaba pentingnya ajaran-ajaran Is-
lam harus diujudkan dalam kehidupan nyata dalam negeri
ini.

Diantara apa yang disebutkan di atas adalah apa
yang telah disampaikan oleh Prof. H.M. Rasyidi dalam
kuliahnya yang berjudul : " Islam Menentang Komunisme'
sebagal berilkut : '

Peristiwa-peristiwa yang terjadi pada tanggal 30
September 1965 menunjukkan watak Komunisme ity
yang sesungguhnya. Mereka membunuh beberapa orang
pimpinan tentara dan telah mempunyai persiapan
untuk melakukan pembunuhan para peminmpin agama
secara besar-besaran. Setelah Komunisme ini dapat
di fundukkan dan dengan dilarangnya PKI maka keham
paan rohaniyah yang teraadl sebagai akibatnya ha-
rus diisi oleh Islam, agama yang dipeluk oleh 90%
rakyat Indonesia. Ajaran~ajaran Islam harus diwu-
judkan dalam kehidupapn nyata, khususnya yang ber-
kenaan dengan keadilan sosial.l9

Dalam sikap dan situasi sebagai dimaksudkan &
atas, umat ITslam punya malssud memperjuangkan kembali

18Suara Muhammadiyah; No. 9. Nopember 1965.

19BJ. Boland, Pergumulan Islam di Indonesia, Gra-
fiti Pers, 1985, Jakarta, hal. 161,

-
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legalisasi Piagam Jakarta sebagai pemhukaan UuD 1945
sebagaimana pada masa yang lalu. Akan tetapi pemerin-
tah yang baru ( ABRI, khuéusnya AD ) yang Dberperanan
" pentinga dalam penumpasan G 30 S / PKI telah mengumum-
kan pernyataan sikapnya yzitu mereka akan menentang
golongan manapun yang aka‘ menyimpang dari Pancasila
sebagal dasar negara, terﬁasuk golongan sayap kanan.
Hal itu dikatakan Samsoén gebagai berikut
Para perwira akan mengambil tindakan tegas terha-
dap siapapun, dari pihak manapun, dan golongan
apapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan
UUD '*45 seperti yang telah dilakukan oleh pembe -~
rontakan Partai Komunis di Madiun, Gestapu, Darul
Islam dan Masyumi-Partai Sosialis Indonesia. 20
Sebagai perujudan sikap para perwira itu, mere-
ka tidak mengizinkan adanya pembahasan baru apapun yang
berkenaan dengan Islam dalam kaitannya dengan negara .
Hal itustelah menjadi kenyataan, bahwa MPRS dalam si-
dang-sidangnya pada bulan Juni-Juli 1966 dapat mence -
gah suatu pembicaraan baru mengenal Piagam Jakarta. Da
lam sidang-sidangnya selanjutnya pada bulan Pebruari-
Maret 1967 hanya'membicarékan satu—satunya agenda me-
ngenai pencabutan kekuasaan dari Presiden Sukarno dan
'mengangkéi Jendral Suharto sebagal Penjébat Presiden.-
Sedangkan suatu usaha untuk menambahkan beberapa tun-
tutan Islam dalam agenda telah ditolak, misalnya agar
presiden harus seorang’Muslim,dan,agar negara didasar-
kan kepada Islam.21

‘Kasus sebagaimana dimaksudkan diatas telah me-
nimbulkkan banyak kekecewaan dikalangan umat Islam, ka-

201 p 1 4., hal. 16L.

21 p i 4., hal. 165.
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rena harapan-harapan mereka banyak terjawab dengan ke-
nyataan yang tidak diharapkan. Kasus lain yang sangat
mengecewakan dan tidak diduga sebelumnya adalah gagal
nya usaha rehabilitasi Partai Islam Masyumi oleh bebe-
rapa eks anggotanya, karena tidak mendavatkan izin da-
ri pemerintah yang baru.

Pada tanggal 13 uentember 1960 pimpinan Maayumlb/
menyatalkan bahwa partai itu bubar, hal itu, dilakukan
karena pada tanggal 17 Agustus 1960 Presiden mengeluar
kan keputusan membubarkan partai berdasar pada ketentu'
an-ketentuan dalam penpres No. 7 Tahun 1959 dan Penpres
No. 13 Tahun 1960. 22 Dasar pertimbangan pimpinan partsl
itu membubarkan partainyas adalah apabila partal itu ti
dale dibubarkan sampai bat&s waktu tanggal 17 Septemher
1960, maka partai itu menjadi partai terlsrang. Maka -
dari itu tidak benar kalau dikatakan bahwa Masyumi ‘ada
lah partai terlarang, yang benar menurut Hukum Masyumi
secara sah tidak ada?3

Prawoto Mangkusasmito selaku pucuk pimpinan pa-
da waktu partal itu membubarkan diri mengataican bahwa
pembubaran partai itu sebetulnya dilakukan secara ter-
paksa, pleh karenanya tindakan itu disertai dengan se=-
buah protes yang menyatakan bahwa tindakan pemerintah.
adalah illegal artinya midak menurut hukum.Selanjutnya
dia mengatalzan bahwa " tﬁﬂdakan pemerintah itu melawan

22Presiden. mengeluarkan keputusan membubarkan Par
tal itu karena sebagian tokohnya terlibat langsung da-
lam pemberontakan PRRI/Permesta, sedangkan partai itu
tidak mengutuk mereka. Mereka yang terlibat itu ialah
Moh. Natsir, Syafruddin Prawiranegara dan Burhanuddin-
Harahap. Lihat Sumarso Sumarsono, Muhammad Roem 70 Ta~
hun : Pejuang Perunding, Bulan Bintang, Jakarta, 1978,
hal. 88-89.

23SU. Bayasut, Alam Flkiran dan Jejak Perﬂuanggn
Prawoto Manghusasmi to, Documenta, Surabaya, 1972, hal.
191 - 192.
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hukum dan kita ingin hidup secara negara hukum, maka
badan yang berwewenang yaltu pengadilanlah yang dapat
memberi kata putus ". Dilatarbelakangi oleh pemikiran
tersebut malta dia mengajukan gugatan kepada pengadilan
Negeri supaya membatallan keputusan Pemerdintah itu. 2k
Dengan uraian di atas davatlah dilzatakan bahwa  suatu .
usaha untuk menghidupkan kembali Masyumi sudah dilaku-
kan s£jax masa Orde Lama. Namun karena suasana yang ti
dak memunghkinian, maka usaha itu tampaknya sia-sia.

Peralihan Pemerintahan dari Orde Lama ke Orde
Baru rupanya telah memberi angin segar kepada tokoh-to
koh partai itu, Diantara tokoh-tokoh yang dipenjarakan
oleh Presiden Sukarno mulai dlkeluarkan olehpemerlntah
Orde Baru. 25 Pada walitu acara tasyakuran menyambut
mereka yang diadakan di komplek Masjid Al-Azhar Kebayo
ran Jakarta, para tokoh pértai itu sudah mendesas-de -
suskan suatu usaha untuis merehabilitasi Masyumi  yang
sudab bubar sebagai akibat tindakan pemerintah Orde La
ma yang illegal. Langkah ‘awal untuk maksud itu adalah
pengiriman nota kepada Pangdam V Jaya Mayor Jendral
Amir Mahmud yans meneranrsian duduk persoalan yang me—:
nyangkux Masyumi, yang dipelopori oleh Bapak Kyai Haji
Fakih Usman.Z® | ‘

‘Sebagal tindak lanjut untuk maksud itu, diben -
tuklah " Panitia Rehabilitasi Masyumi " dibawah pimpi-
2by b4 d., Masalah selengkapnya lihat hal.164-177

22Mereka itu ialah HAMKA, Burhanuddin Harshap, Mo
hammad Roem, Haji Hasan dan Tokoh-itokoh Islam lainnya.
Lihat Panji Masyarakat, no.379, hal. 21.

26SU. Bayasut, Op. Cit., hal. 193.
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nan Syarif Usman. Disamping itu dibentuk pula Badan

Kordinasl Amal Muslimin ¢ BKAM ) yang bertujuan untuk

menghimpun semua anggota Istimewa Masyumi yang berge-

rak dalam bidang sosial pendidikan dan apabila Masyumi
perhasil direhabilisasi maka BKAM itulah dirubah menja
di Masyumj..a7 usaha itu lebih dikumandangkan lagi seca
ra terbuka setelah Sukarno disisihkan dari kegiatan po
itike akctif ( setelah 11 Maret 1966 ), para penimpin
bekas Masyumi segera akan diizinkan melakﬁkan»kegiatan
nya. Sejak bulan Juni 1966 banyal: organisasi Islam, te
rutama Muhammadiyah secara terbuka menganjurkan kemba-
linya Masyumi. Namun apa boleh dikata, para Perwira -
(' ABRI khususnya AD ) telah menyatakan alkan menentang
siapapun yang akan menyimpang dari Pancasila dan UUD'H
sebagaimana sudah dijelaskan di atas. Dalam pernyataan
itu telah disebutkan beberapa gerakan yang permah me-
"nyimpang dari Pancasila dan UUD '45, termasuk apa yang
pernah diperbuat oleh: para tokoh Masyumi.aa

Dilatarbelakangi oleh pemikiran tersebut, makaé/
pihak pemerintah tidak mengizinkan Masyumi verdiri kem.
bali. Demikian nasib Partai Masyumi dan para pendukung
nya, dan hal ini telah menimbulkan kekecewaan besar
dikalangan merecka. Kekecewaan itu telah menyebabkan -
frustasi, sehingga mereka'banyak yang meninggalkan ke~

27Wawancara dengan Bépak Djarnawi Hadilkusume , 31
Oktober 1986, di Yogyakarta. :

28Perbuatan para tokoh Masyumi yang dianggap me-
nyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 adalah karena me-
reka selalu berjuang untuk menggantikan Pancasila de-
ngan Islam dan keterlibatan para tokoh Masyumi dalam
pemberontakan PRRI/Permesta yang terang-terangan membe
rontak kepada Pemerintah yang sah. Sehingga ABRT dalam
pernyataannya menganggap Masyuni senafas dengan PXI, =~
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giatan politik. Mereka banyak menyibukkan diri dengan
kegiatan keagamaan atau lebudayaan atau bahican membisu.
Dan merclka banyalk menelzuni kembali dunia bicnisnya yang
mereka terjuni sejax Masyumi bubar pada tahun 1960.29

Ditengan xekecewaan itu, mercka masih bersema -
ncat mencari jalan lain uhtuk menyalurkan aspirasi po-
litiknya, yaitu dengan jaian_mendifikan partai baru ya
itu Partai Muslimin Iﬁﬁonesia.BO Pemerintail sondir* nu
nya ma:zsud untulr menyalurkan nspirasi politils orsanisa
si eks anggota Masyumi yang tidalkk mau menyalurkan nspl
rasinya kedalanm partal poiitik yang ada, karena halitu
sespai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian ber -
kat kerja sama antara vihak pemerintah dengan pihak
pimpinan eks anggota Masyumi itu, maka diputuskan pada
tangzal 7 April 1967 berdirinya Partal Muslimin Indone
sia.31 Partai itu berdiri didukung oleh 16 organisasi-
sosial pendidikan keagémaan, sebagal eks ancgota Isti-
mewa lMasyumi yang tergabun: dalam Padan Kordinasi Amal
luslimin. % Partai baru itu didirikan dengan SK. Presi
den No. 70 Tahun 1968, yah; untuk pertama lLialinya di-
vimpin oleh Bapak Djarnnwi Tadiliusumah scbagail ketua
umum dan Drs. Lukman Harun sebagal Sekretaris Jendral.

Partai yang baru itu dimalsuditan untuk menampung aspl-

tentunya hal itu tidak bisa diterima oleh pimpinan Ma-
syumi. Hal itu sempat menimbulkan polemik antara pimpi
nan Masyumi (Prawoto Mangkusasmito) dan pimpinan ABRI
(Jendral Suharto). Linhat szelengkavnya SU. Bayasut, Qp.
Cit,. Hal. 210 - 216. ,

29RJ. Boland, Op. Cit., hal. 157.

3Oy awancara denzan Bapals Djarnawi Hadilkusumah, 30
Oktober 1986, di Yogyakarta.

31 suara Muhammadiyah, No.l2 Tahun ke-G66/Juni - II
1986, hal. 20.

32WaWancara dengan Bapalt Djarnawi Hadilkusumah, 1
Nopember 1986, lihat cat.icaki no.2 pada bab III.
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rasli politil: eks anggota Vasyumi, tapi pemerintah ti-
dalt mengizinkan tol:oh-tolioh utama bekas Masyumi untuk .
ikut alztif memimpin langSung parctal itu, mereka hanya
diperkenankan memimpin dari belakang dan duduk scbagai
angzota Dewan Pertimbansan Partai. Hal itu disampaikan
kepada Pengurus Badan Yordinasi Amal Muslimin oleh Pre
siden Suharto di Istama Mérdéha.33 Oleh 'Tarenn itu ba-
nyak orang mempcrtanyakan'apakah Parmusi itu sebagal
kelanjutan dari Masyumi atau partainya orang-orang yang
Pro pemerintah atau bahkan partainya pemerintah.

Demikianlah sejarah berdirinya Partai Muslimin
Indonesia, sebagal kasus integrasi dari organisasi so-
sial keagamaan untuk yang pertama kalli dalam era Orde
Baru.

3'7’,.‘3umar.c:.o Sumarsono, .Op. Cit., hal. 365..Juga _di
perkuat dengan hasil wawancara denzan Bapak Djarnawi -
Tadikusumgl, 1 Nopember 1986, di Yogyakarta.



C. Sejarah Perkembangan Parmusi.

Berdirinya Partai Muslimin Indonesia menutup
_ kemungkinan rehabilitasi Masyumi dan berdirinya partai
baru, karena berdirinya partai itu dimaksud:an oleh

pemerintah untuk menamnung aspirasi politik organisasi
eks anggota Masyumi dan organisasi lain yang tidak mau
menyalurkan asvirasi politiknya pada partai politilr =~
yang sudan ada. Dari sisi lain, berdirinya Parmusiyang
merupaitan jawaban pemerintah atas tidak diizinkannya -
rehabilitasi Masyumi itu, adalah kasus awal dalam era
Orde Baru yang mencerminkan usaha pemerintah untuk
mengendalilan kekuatan-kekuatan politik yang ada. ¥a-
sus lain yang mencerminkah hal itu terjadi dalam tubuh
Partal Masional Indonesia. Dalam konggersnya di Bandmg
tahun 1966, para pimpinan yang tergolong sayav kiri
dan beraliran radikal seperti Ali Sastroamijoyo dan Ir.
Surahman cdapat disingkirichn dan diganti oleh Osa Mali-
ki dan Usep Ranawidjaya. Wal itu bisa terjadi sebagai
akibat campur tangsn militer (pemerintah), Shserta hal
ipu memberikan isarat atas keberhasilan Pemcrintan Or-
de Baru didalam mengetrapan konsep dan strategi poli-
tiknya ‘sebagaimara telah dijelaskan dalam bab II pasal
C.

Keterlibatan Pemerintah terhadap lreberadaan
Partal Muslimin Indonesis tampal: nyata sbj&: proses
berdirinys partali itu sampal perkembangannya. Fasus di
tunda-tundanya pengesahan berdirinya partai adalah sa=
tu hal yang mencerminkan keterlibatan pemerintah terha
dap keberadaannya. Dltunda—tundanyq vengesaian verdiri

(éBRusll Karim, Qp. Cit., hal. 157.
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h¥a partal itw karena banyak persomalia eks pimpinan
Masyumi yang tidak disukai Pmerintah duduk di kepengu~
rusamnya. Namun ketika paka pendukung Parmusi pada:
tanggal 15 Pehruari I962,fmenghadap ke Istama dan me~
nyatakan kepada Presiden bahwa personalia yang menjadi
pimpinan periode imi hanya terdiri dari oranéhorang
yang waktu Masyumi dibubarkan tidak memegang kedudukamn
penting dalam partai itu,->”mala mulai saat itulak su-
dah ada semacam kata sepakat dari Pemerintah.

| Kasus berdirinya Parmusi dengan keterlibatan Pe
ﬁerintah sedemikian jauh, mernurut Umai di Tadi disamping
tertutupnya kemungkinan rehabilitasi Masyumi dan berdi.
rinya Islam baru, Juga merupakan jalur bagli Pemerintah
sebagai pinth masuk untuk mengendalikan kekuatanm poli-
tik Islam.”® Tapt, bagi kekuatan politik Tslam hal ftu
telah menimbulkan perpecahan baru, yaitu antara yang
setuju rehabili tasi Masyumi dengan mereka yang mau me-
nerima wadah baru (Parmus;). Kemudian perpecahan anta-
ra oramg-orang yang mendukung berdirinya Parmusi amta-
ka yang pro campur tangan_Pemerimtah dengan yang meno-
laknya. _ ;

\hpa yang dijelaskan di atas adalah sesuai degan
apa yang dikatakam Ajip Rosyidi, sebagal berikut :
Partal Muslimin tak berhasil menjadi wadah buat
menampung umat dan qrgamnisasi Islam non-partai .Ar
tinya Partai Muslimim Indomesia tak berhasil men-
Jadi wadah untuk mempersatukan umat dan organisssi

v(BSAJip Risyidf, Beberapa Masalah Umat Isl
donesia, Bulan Sabit, Bandung, 197C, hal. 64.
GOmat i Radi, Stratemi PPP 1973 - I 82, Integri-

ta Press, Jakarta, 19

]
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Islam mon-partai. Labhirnys Partai Muslimin Indo-
nesia bahkan menimbulkan perpecahan lagt di kala
ngan umat dan organisasi Islam. Yaitu perpecahan
di kalangan Jemaah Masyumi antara orang-orang -
yang hanya mau rehabilitasi Masyumi dengan orang
orang yang mal menerima wadabk baru sebagai penam
pungan Jemaah Masyumi. Kemuwdian perpecahan di ka
langan organisasi-organisasi Islam yang maw mene
rima wadah baru itu semdiri, antara yang pro cam
pur tangan Pemerintah dalam menentukan personalia
pimpinan Partal Muslimin Indonesia yang sesung -
guhnya merupakan upusan interen organisasidengan
yang menolaknya. 37

Dari uraian di atas, dapatlah dikatakan bahwa
berdirinya Parmusi adalah merupakan keberhasilam Peme -
rintah mengendalikan kekuztam politik Islam, sedang -
kan bagi kekuatan politik Islam, hal itu merupakan ka
sus kegagalan integrasi diamtara mereka. Keberadaan -
Partai Muslimin Indonesia dengan segala masalahnya da
lam perkembangan selanjutnya, adalah mencerminkan be-
tapa Pemerintah berhasil menjinakkan dan menaklukkan
tokoh-tokohnya Masyumi. Hal itu terbukti tidalk pernah
berhasilnya tokoh-tokch Masyumi memimpin partai itu,
karena Pemerintah selialu mengontrol dan mengendalikan
keberadaan,dan.kegiatan partai itu selanjutnya.

~Kegagalan tokoh-tokoh Masyumi memimpin partai
itu telah memimbulkan kekecewaan diantara mereka khu-
susnya, tapi di sisi lain berdirinya Parmusi mendapat
sambutan dari generasi muda Islam yang diperkenankan-
memimpin partai itu. Namunkalangan generasi muda sem~-
diri dalam memimpin partai masilk kurang percaya kepada
diri sendiri, terutama dalam rangka menghadapi pemi-
lu (pemilihan umum) yang direncanakam tahun 1969, tapi

5753ip Rosyidi, Op. Cit., hal. 64.
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akhirnya ditunda tahun 19?1.38 Dengan demikian masih
ada kecenderungan kuat untuk menampilkan kembali to--
koh~tokoh tuwa Masyumi yang dianggap mempunyai massa.
Sehingga pimpinan partai itw, baik Djarnawi Hadikusu-
mah maupun Lukman atau lainnya sering didampingi oleh
tokoh-tokoh tua Masyumi pada waktu mengadakan kunju. -
ngan ke daerah—daerah.39

Kecenderungan tampak jelas dalam Kongpes Par-
tai Muslimin Indonesia pertams ygng berlangsung dari
tanggal 4-7 Nopember 1968 di Malang Jawa Timur. Salah
satu keputusan Kongres adalah memilih Mobammad Roem
sebagal ketua umum Parmusi dengan suara bnmat?p tanpa
menghi raukan anjuran Pemerintah agar jangan menampil-
kan tokoh-tokoh Masyumi kelas satu untuk memimpin
langsung partai itu. Namun begltu Mohammad Roem terpl
lih, Pemerintah melalui sekretaris Negara Letnan Jem-
dral Alamsyah Ratuprawiranegara mengirimkan teleks ke
pada para peserta kongres bahwa Pemerintah tidak me-
nyetujui pengangkatan Mohammad Roem sebagai ketwa u-
mum Pannusi.%l '

_ Dengan kasus di atas, peserta Kongres menjadi
kalang kabut, maka untuk menenangkan suasana Kongres
memutuskan bahwa Mohammad Roem tetap dpilih sebagai
ketua umum Parmusi non-aktif. Selama Mohammad Roem be
lum mendapat persetujuan;dari Pemerintah, maka pimpi-

5

Bunatei Radi, Qp. Cit., hal. 70.

.
39Wawancara dengan Bapsk Djarmawi Hadikusumah, 31
Oktober 1986, di Yogyakarta.

QOMasashi Nishihari, Golkar And The«;ndonesiau,E-
lection of 1971,Cornmell University Ithaca, New York,
1972, hal. 9.

41HA.Basit‘Adnaa,Ada Apa di_PPP 2, Mayasari,Solo,
1982, hal. 3I.
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nan Parmusi tetap dipegamg oleh Djarnawi Hadikusumah,
dan Drs. LukmamLHarum.uz Sedangkan Mohammad Roem sen-
diiri menyatakan bahwa dia bersedia memimpin Parmusi
apabila telah mem&apat»perSetuiuan,dari Pemex‘:’Lntzadx,l+3
tapi hal itu tidak pernah didapatkannya sampai perkem
bangan selanjutnya.

Campur tangan Pemerintah terhadap hasil Kong -
res itu telah menimbulkan kritik yang tajam, yang'di-
tujukan kepada Pemerintah yang dilakukan oleh umat
Islam khususnya eks Masyumi. Mereka memandang bahwa
kebi jaksamaan Jendral Suharto dam para perwira Amgka-~
tan Darat yang menolak terpilihnya Mohammad Roem se-
bagal ketua umum Parmusi adalah sukar diterangkan.Hal
itu, karena Mohammad Roem sama sekali tidak terlibat
dalam pemberontakan PRRI.“Q Sedangkan bagi mereka ke
pemimpinan Mohammad Roem diharapkan dapat menarik sim
pati kaum MusIimin, khususnya eks anggota Masyumi ter
hadap partai itu, sehingga partali itu diharapkan men—
Jadl partal Islem terbesar seperti Masyumi pada waktu
dabulu.

Perkembangan Partai Muslimin Indonesia dibawah
kepemimpinan sementaranya, kurang mendapat simpati da
' ri kaum Muslimin. Ditambah lagi terjadinya perselisi-
han didalam tubuh partai ﬁtu, sehingga terbentuklah -
PP. Parmusi Tandingan yang dipimpim oleh BJ. Naro, Drs
Imran Kadir, Drs. Darus Samin dam kawan~kawan. Terben

AZWawancana dengan Bapak D1arnawi Hadlkusuméﬁj 1
Nopember 1986, di Yogyakarta.

43Umaidi Radi, Qp. Cit., hal. 71.
Y4y, Boland, Op. Cit., hal. 159.
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tuknya pengurus tandingan itu karema kepengurusan di
bawah kepemimpinan Djarnawi dianggap kuramg sejalan
dengan keinginan Pemerintah dan dituduh akan membawa
Parmusi menjadi Masxumi.iSedangkan pengurus tandimgan
dibawah pimpinan Naro dan kawan-kawan adaIah pro Peme
rintah. Dengan demlkian ada kesan bahwa pengurus tan-
dingan itu memang dikehendaki oleh Pemerintah. ko

Sebagai penyelesaian kasus itu, lagi-lagi Peme
rintab berperan sebagai sutradara yaitu dengan me-

ngangkat Mintaredja sebagai ketua wmum Parmusi dengam

SK. Presiden WNo. 77/1970. ﬁ Pimpinan yang bargi itn
tampaknya lebih condong pada kelompok Naro, hal itu
dapat dilihat pada kebersamaan mereka dalam Panmusi
selanjwtnya. Bukan hanya itu, ketika Parmusi bersama- -
sama dengan unsur lainnya’ hergabung dalam Partai Per-
satuan Pembangunan dan Mintaredja duduk sebagai ketua
umum, tidak ketinggalan juga BJ. Naro duduk se%agai
salah satu ketua47sedangkan Djarmawi dan Lukman sudah
tamat riwayatnya. Kemudian ketika Mintaredja 'diang-
kat Menteri Sosial, beliau menyerahkan kepemimpinan |
partai kepada HJ. Naro tanpa melalui prosedur yang
sebenarnya, yaitu muktamar karena hal itu belum mung
kin untuk diadakan.

Dengan beberapa kasus di. atas, dapatlah dikata
kan bahwa Pemerintah dalam mengatur dan mengendalikan

4oyawancara dengan Bapa,cr. Djarnavi Hadikusumgl, 30
Oktober 1986, di Yogyakarta.

4645, Basit Adnan, Op. Cit., hal. 40.

47L1hat Sususnan.Kepengurusan Partal Persatuaﬁ
Pembangunan pada Periode Awal.
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kekuatan politik khususnya politik Islam, yaitw dengan
cara menempatkan “orang-oramg' d&i dalamnya. Mereka di-
tempatkan di tengah '"medan" sesuai dengan skenario,
baik sebagai pembaﬁa bibit perpecahan maupun sebagai
raja yang selalwu memancing timbulnya perselisihan di-
antara rakyatnya. Hal itu merupakan sebagian strategi
politik Pemerintah, yaltu melemahltan kekuatan politik.
Kalaw sudah demikian, maka dengan mudah Pemerintah me
- nmitah apa maunya, hal itu dapat dilihat pada kasus-

kasus belakangam ini.- !

N

Pefkemhangan»selanjutnya, bagaimana keberadaan
Parmusi setelah bergabung dalam wadak Partai Persatu-
an Pembangunan. Penggabungan keempat partal Islam itu
adalah penggabungan kegiatan politik bukan pemggabu -
ngan fisik. Oleh karena itu tiap-tiap unsur tetap me-
ngurus rumah tangga sendiri dam mengatur keglatan-ke-
gliatan sosial.kemésyarakatan yang bersifat mon-po i tk,
Bersamaan dengan itu berubalah wjwd fisik dari tiap-
tiap unsur, yaitu Partai Islam NU, menjadi Jamiyal NU -
Parmusi menjadi Muslimin Indomesia (MI), PSII menjadi
SI dan partai politik Perti menjadi Perkumpulan Pendi
dikan Tslam Perti.*d '

Perubahan orientasi dari politik ke nom-politik
bagi ketiga unsur tidak’menimbwlkan.masalah, selain
Parmusi. Karena hal itu Bagi ketiga unsur hamya meru-
pakan pengalihan kegiatan, yang sebetulnya sudah di-
lakukan sejak beberapa puluh tabun yang lalu. ‘Namun
hal itu bagli Parmusi menimbulkan masalah tersendiri,-

48pialace : KH. Saifuddin Zuhri, Drs. H. Ridwan
Saiidi, H. Mahbub Djunaidi dan Fachry Ali, dalam PPP,

NU _dan MI, Gejolak Wadah Politik Islam, Integrita -
Press, Jakarta, 1984, hal. 3-4.
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karena Parmusi hanya sebagai gabungan kegiatan politik
dari beberapa organisasi.Islaﬁ non-politik. Maka Mus-
limin Indonesia mendapatkan kesukaran kemana dia akan
‘kembali keasala organisasi non-politiknya.

Ketika kelompok Muslimin Indonesia meng-klaim
dirinya sebagal penerus Masyumi, malka banyak orang
mempertanyakan dan menyaﬁgkal hal itu. Seorang tokoh
Masyumi Jawa Timur menanggapinya sebagai berikut :

Sejak Masyumi bubar sampai kini saya merasa tak
ada partai yang dapat menyalurkam aspirasi poli-
tik saya dan sama sekali tidak benmar MI sekarang
adalah pelanjut atay pengganti Masyumi. 49

Drs. Lukman Harun bekas Sekjen Parmusi mengatakan =
ka sekarang ada Ormas yang bernama Muslimin Indonesia
dan menyatakan pelanjut dari Parmusi, maka hal terse-

but sangat mengherankan dan tidak ada dasarnya sama

sekali". Selamjutnya dia mengatakan, bahwa Muhammadi

Yyah dalam Tanwirnya tahun 1977 menegaskan tidak ada

hubungan historis dan organisatoris dengan Muslimin -

Tndonesia. Anggota Muhammadiyah dilarang merangkap -

menjadi. amggota Muslimin Indomesia.

_Dengan demikian Parmusi yang pada awal berdiri
nya dimaksudkan untuk menampung aspirasi politilk umat
Islam, khususnya eks anggota Masyumi dalam perkemba -
ngan selanjuinya telah mengalami kekaburan. Kekaburan
dalam struktur dan programnya telah menyébabkan partai
itw berakhir tanpa ujung yang jelas.

49Wawancara dengan KH.. Misbah; 12 Agustus 1986,
di Surabaya. ‘

*OMajalah Kiblat, No. 12 Tahun XXIX Nopember I /
1981, hal: 19 - 20. =



